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 BUPATI BOMEANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

' PERATURAN BUPATI BOMBANA
- NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH DI DESA
(ADD-GEMBIRA DESA) KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2016 '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA, o
‘Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuaii Pasal 5
| Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Rencana Pambangunan Jangka Menengah
-Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 -2016 dan
Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kcuangan Desa,
perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokas1 Dana
Desa dalam Program Gerakan Memb.mgun Bombana

Dcngan Ridha Allah di Desa (ADD GEMBIRA DESA)
, E

Kabupaten Bombana,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana d1maksud
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peratl.]lran Bupati

Bombana.

Mengingat : 1. Undax;g—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentéﬁg Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonema ITahun 2003
Nomor 47, Tambahan _ Lembaran Negara Repubhk
Indoncsxa Nomor 4286); _ ;

2. Undapg-Undang Nomor 29 Tahun . 20(j)3 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana,. Kab:ﬁpa:ttfen Wakatobi
dan K?bupaten Kolaka Utara di Prbyihsi SL;daw:esi Tenggara |
(Lembhran _Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor }11

: ,1 N



144, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4339);

. Undang—Undang Nomor 1 Tahuh 2004 tentang

Perberidaharaan Négara (Lembaran Negara - Republik
Indonesm ‘Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaf:rll Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), fl i '

. 'Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200!4 tentang.

Pemenksaan Pengclolaan dan Tanggun.awab Keuangan
Negara (Lembaran Negara chubhk Indonema* Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarzit Repubhk

Indonesm Nomor 4400); . ' : !

. Undang—Undang Nomor 33 Tahun ”2004. tentang

Penmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan

_Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara_ Republik

Indones1a Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), U
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

vl
7 (Lembaran Negara Repubhk Indoncsm Tahun 2014 Nomor

1
7, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone31a Nomor

5495); Lo .w |
. Undang—Undang Nomor 23 Tahun | 2014 tcnténg

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaral Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagallmana telah -
dlubah - beberapa kah terakh1r dengan Undang-Undang

, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
-Undang—Undang Nomor- 23 Tahun . 2014 tentang

i
Pemermtahan Daerah (Lernbaran Negara? Republik
Indone31a Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), I ; !

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20|05 tentang'
| Pengelolaan Keuangan Daerah (bembaran Negara Republik

Indonema Tahun 2005 Nomor 140 Tambahafl Lembaran
Negara Republik Indone31a Nomor 4578), = !

. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
_ Pembaglan Urusan Pemermtahan antdra Pcmermtah
Pemermtah Daerah Provinsi dan - Pemenqtah Daerah




S R | L

' »Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
wTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lt,mbaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4737); . 1

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4826), . ¥ 1

11. Peraturan Pemerintah Tahun N;)nlidr 43 éT}:lhun 2014
tentané Peraturan. P;elaksanaan Uhdéng—lifndékg Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
_Indonema Tahun 2014 Nomor 123, ’I‘ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), ; sebagalmana
telah dlubah dengan Peraturan Pemenntéh} Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas| Peraturan

" Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negaira Republik
Indoncsm Nomor 5717); '1

12, Pcraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 5 Tahun 2007
tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1: Tahun 2014

' tentang Pembentukan Produk Hukurn Dae!rah (Berita

" Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana VNomor 6 Tahun
2008 : tentang Urusan Pemermtahan -yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten  Bombana (Lernbaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6), =

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nom?r 4 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pernbangunan Daerah (Lembaran Dat,rah I Kabupaten
Bombana Tahun 201 1 Nomor 4); ¥ . i

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nom?r S Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah

7/




" Kabupaten Bombana (Lembaran .i Daerah' Kabupaten

18.

19.

20.

21.

22,

23.

-Bombana Tahun 2011 Nomor 5);

Pcraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Rencana Pambangunan Jcmgkall Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 201 1-20 161

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun

. i

2012 tentang Keuangan Desa; i S :E {

_Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomoir 22 Tahun

2012 tentang Perubahan ketlga atas ‘Peratuiran Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7: Tahunl 2008 tentang
Pembenmkan Organisasi dan Tata Ker]a Pgrangkat Daerah
Kabupaten Bombana, _ ST “% :

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun

2014 tcntang Anggaran Pendapatan dan lBelan_]a Daerah

-Kabupaten Bombana Tahun Angga:an 2015 1

Peraturan Bupatl Bombana Nomor 46 Tahllm 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa | _
Peraturan Bupati Bombana ‘Nomor 53 Tailhun 2014
Tentang Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20 15.
| A
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG— PEDOMAN

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA GERAKAN
MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAiH DI DESA

(ADD- GEMBIRA DESA} TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam Peraturan Bupatx ini yang dlrnaksud dengan
" 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana

2. Pemerintah Daerah adalah Bupau dan Perangkat Dacrah sebagau unsur

penyelenggara Pernermtahan Daerah.
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KETENTUAN UMUM . | |
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3. Bupati adalah Bupaﬁ Bombana.

, A
4. Kecamatan adalah 'wilayah kerja: camat sebagai Perangkat Daerah

10.

11.

12,

13.

14.

Kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut dengan nama lain,
selanjutnya dlscbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas w11ayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemermtahan, kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradlslonal yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemenntahan? Npga;a Kesatuan
Republik Indonesia. ' o ! i

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcmermtahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemermta}han Negara

Kesatuan Republik Indonesia. ' S 1

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyclenggara Rc?menntahan

Desa.

. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala

Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemenntahan d.cm Pembangunan

i .
t ,‘

serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat S |

. Badan Permusyawaratan Desa yang se]anjutnya dlsmgkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fung51 pemerlntahan yang anggotanya

merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan kcterwakllan wilayah
o]
dan ditetapkan secara demokratis. ; '5 3

Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lam adalah bagian
wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan Ipen}ielenggaraan
Pemerintahan Desa. : ' . :j; |

Rencana Pcmbangunan Jangka - Menengah Desa yang lselanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

A
untuk _;angka waktu 6 (enam) tahun. : S

Rencana Kerja Pemermtah Desa .yang selanjutnya d1s|ebu;t RKPDesa
adalah penJabaran dari RPJM . Desa untuk Jangka waktu 1 (satu)
tahun. _— | il ;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang—Undangan yang dibuat oleh

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

oooooo
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- 15.

-16.

17.

18.

19,

20.

21.
929,

23.

24.

25.

s e s et i
\

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemenntahan D!esa

Aset Desa. adalah barang milik Desa yang berasal dat? kekayaan asli
Desa, dibeli atau dlperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah. 7"' : : ; o !

Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasall dari unsur -
Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan chala Desa.
Pelaksana Teknis Pegelolaan Keuangan Desa yang selan_lutnya disingkat
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh. Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaalil Keuangan
Desa. ' ; ,, R :?‘!5-

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dxsmgkat ADD adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk: Desa, yang bersumber
dari bagian Dana Penmbangan Keuangan Pusat dan Dlaerah yang |

diterima oleh Kabupaten

Tim Manajemen Gcmbu‘a Desa Tingkat Kabupaten yang dlsebut sebagai
Tim Manajemen adalah Tim yang d1tetapkan oleh Bupatx untuk
melakukan pemblnaan rnomtormg dan Evalua31 terhadap pelaksanaan
ADD-Gembia Desa. £ R o ’:1] e

Lembaga Kcmasyarakatan atau sebutan lain adalah Lerlnbaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat =
Tim Pengelola Keg1atan yang selanjutnya dlsmgkat TPK adalah Tim yang
dibentuk melalui musyawarah desa dan dltetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa. - _ ', e
Gerakan Membangun Bombana Dcngan Ridha. Allah yang selanjutnya
disingkat GEMBIRA, adalah suatu gerakan. pembangunan yang berusaha

untuk menc1ptakan masyarakat berkembang, maJu dan se_;ahtera dalam
naungan Ridha Allah SWT berdasarkan Pancasﬂa dan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945. : ;o : !
Gembira Desa adalah strategi pembangunan yang dllaksanakan dalam
rangka desentralisasi keuangan dan pemerataan pembangunan ditingkat

Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah,yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pcmenntahan daerah yang
dibahas dan dlsetu_lul bersama oleh. Pemerintah Daerah: ‘dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan dltetapkan dengan Peraturan Daerah. h
‘ /
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" a. Sumber dana ADD - GEMBIRA Dcsa

| BAB Il
- MAKSUD DAN TUJUAN

Q B 1

: o

: Pasal 2 : ;
Maksud ditetapkan Peraturan Bupau ini adalah sebagal pedoman bagi SKPD,
Tim Manajemen Gemblra Desa T1ngkat Kabupaten dan Pemenntaihan Desa di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan
Pengelolaan ADD — GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016. |

|
Pasa13 l
- |

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

1. Untuk memberikan kepasttan Hukum da]am pelaksanaan pengelolaan ADD
dalam Program GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016. , ‘; |

2. Untuk mewujudkan . pelaksanaan pengelolaan ADD — GEMBIRA Desa
Tahun Anggaran 2016 secara tertib, efektif, eﬁswn transparan dan
akuntabel dan; : _ o |

3. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partls1pdt1f sesual dengan

il
o
i
\
1

potensi desa.

BAB III |
RUANG LINGKUP o

Pasal 4 .

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
b. Pedoman pengelolaan ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB IV | t
SUMBERDANA . . - 'l

Pasal 5 _ : |
Sumber dana ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2()16 l!)crasal dan
Anggaran Pendapatan dan Belan_la Daerah Kabupaten Bombana Tahun ?}

‘Anggaran 2016. , - ; ;/




Pasal 6

ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 merupakan pendapatan

1 Pemerintah Desa melalu1 transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke
| Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun
\ Anggaran 2016. | . fg|
.. ; ‘ o

Pasal 7 :

Besaran ADD - GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 sebagalmana

dimaksud dalam pasal S sebesar Rp.350.000.000,-
juta) setiap desa. '

(tlga ratus 11ma puluh

BAB \'4
PEDOMAN PENGELOLAA.N ADD GEMBIRA DESA |

TAHUN ANGGARAN 2016

Pasa18

(1) Pedoman Pengelolaan ADD - GEMBIRA Desa Tahun; ggaran 2016

meliputi : |
Penggunaan ADD GEMBIRA Desa Tahun Ang,garan 20 16

Mekanisme dan tahapan pencaxran ADD - GEMBIRA' Dcsa Tahun
Anggaran 2016. i; ‘ . ‘a

Peran Pengelola ADD GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 dan;

d. Pertanggun.awaban dan pelaporan ADD - GEMBIRAi Desa Tahun

a.
b.

Anggaran 2016. : R
Penjelasan Pedoman: Pengclolaan ADD - GEMBIRA Desa ;Tahun Anggaran
2016 tercantum dalam lampiran yang merupakan ., bagian tidak

NS
terpisahkan dari Peraturan Bupat1 ini. >

, BAB VI
. KETENTUAN LAIN-LAIN © '

Pasal 9

-
-

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupatl Nomor

1Tahun 2015 tentang Pcdoman Pelaksanaan Gerakan MembangLim Bombana
Dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Desa di Kabupaten Bombana dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Y




| BAB VII
iKETENTUAniPENUTUP N

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

o 3
Agar setiap orang dapat mengetahumya, memenntahkan Pcngundangan

Peraturan Bupati ini 'dengan pcnempatannya dalam Benta Daerah

Kabupaten Bombana. . : ' T

| - Dxtetapkan di Rumbia . : H :
| | Pﬁ LaF KOORDINASI Padatanggal, % Oe..sew:loer- 2015
. NO |UNIT/:-:0UAN KERJA PARAF| .
_ | X

BUPATI BOMBAN

Diﬁndangkan di Rumbia- L et
pada tanggal, § Degember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

* — m"—f -

e ——

H BURHANUDDIN. A. HS NOY. . s Ei
i I N
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR... }L

ik

1




1. PENGGUNAAN ADD—GEMBIRA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
(1) Penggunaan ADD GEMBIRA Desa palmg t1ngg1 60% ( enam puluh

LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR "¥

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ADD- GEMBIR{; DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016 SRS i

g

PENJELASAN PEDOMAN PELAKSANAAN ADD GEMBIRA| DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

perseratus) untuk penghasﬂan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

|

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dlaloka81kan palmg Itmggl per
bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rlbu) P 55;
b. Penghasﬂan Tetap Sekretans Desa dlaloka31kan pahng tinggi per

dengan rincian sebaga1 berikut:

bulan sebesar Rp L. 500 000 (satu juta hma ratus rxbu ruplah)
c. Penghasﬂan Tetap Perangkat Desa selam Sekretans Desa
dlaloka31kan pahng ~_tinggi perbulan per—orang scbesar

RplOOOOOO (satu_]utaruplah) : al
- . . ‘i

| |
(2) Penggunaan ADD- GEMBIRA Desa paling rendah 40% (empat puluh

perseratus). dlgunakan untuk biaya tunjangan s dan operasmnal

pemenntahan desa “serta pemberdayaan masyarakat idesa yang

mellpuu S ' ' S :-,g;_:

1. Tunjangan Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) d1aloka31kan palmg '

£
i

tinggi perbulan per—orang sebesar Rp. 500 000 - (hrnai ratus ribu
rupiah). PRI
2. Honoranum Bendahara Desa dialokasikan palmg Ung%1 pcrbulan

sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu ruplah)

o
3. Honorarium Tim - Penyusun Anggaran Desa (’I‘PAD) d1a10kas1kan
paling t1ngg1 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu

1;|

rupiah). | ¢ < IS

4. Honoranum Imam Mespd/lmam Desa, Pendeta Pemlmpm Ibadah

Hmdu dan Budha dlaloka31kan paling tlngg;l per-bulan per-orang
sebesar Rp. 750 000,- (tu_]uh ratus lima puluh nbu ruplah)
5. Honorarium pelayan rnasyarakat terdiri dan Guru Mengajl Dukun

Bersalin Terlatlh Guru Taman Kanak—Kanak Kader P_olsyandu dan
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa . (KPMD) dan pelayan

.10 DU




',;,E%

masyarakat lamnya, dlaloka51kan pahng tmggl per bulan per-orang

sebesar Rp 250. 000 (dua ratus llma puluh nbu rup;ah).

6. Dana Operas1ona1 Pemenntah Desa
7. Dana Operaswnal BPD..
8
9

Dana Operasional LPM.

Dana Opérasion%l PKK.
10. Dana Operasidn'al Dasa wisma. . | ; ;
11. Dana Operasmnal Kepemudaan. SR

12. Dana Operasmnal Lembaga Adat.

13. Dana Operasmnal Majelis Ta’lim. w _ 3
14. Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa
15. Kegiatan . Bantuan Sosial Penanggulangan Kemlskman
. C 16. Pembangunan/ Pcnmgkatan Infrastruktur Desa .
17. Kegiatan Pcrbalkan Kesehatan dan Pcndldlkan

|
|
} 18. Dana Kegiatan lam yang dlanggap pentmg 7 e
19. Dana Operasmnal TPK sebesar 2,5 % (dua, koma l1ma g)erseratus), |
Desain dan RAB sebesar 2,5 % (dua koma - hma perseratus) serta
Pengawasan sebesar 2 5 % (dua koma lima perseratus) , |
II. TAHAPAN DAN MEKANISME PENCAIRAN ADD- GEMBIRA DESATAHUN
ANGGARAN 2016 i i
1. Untuk Penghasﬂan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa IHonoranum
Pelayan Masyarakat operasmnal Pemenntah Desa operasmnal BPD,
. -. operasmnal LPM operasmnal PKK, operasmnal dasa wisma,
operasional kepemudaan, operasmnal lembaga adat operasmnal
majelis ta’lim, pcngadaan sarana dan prasarana aparatur desa,
dicairkan per : triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan

rnekanlsme sebaga.t berikut : - S o |

a. anulanI L AR
1) _Kepala Desa mengajukan usulan proposal penéalran ADD-
| GEMBIRA kepada Bupati Bombana Cq Kepala BPKAD Kab.
Bombana, usulan dimaksud sebelum dlajukan Kepada
Bupatx Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlelsbxh dahulu
| 'dla]ukan ke Camat untuk dllakukan venﬁka& i

2 Usulan pengajuan proposal pencan'an ADD GEMBIRA Desa

(_‘-

mchputl ‘ _ o
‘a) Surat Permohonan Pencééifén' ' Dana  yang
-0 : X . 1 st 1 .
ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujuk?
S 15

M o Co

Lo
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b. Triwulan II, IIl dan IV I

1)

2)

g)
h)

j)

k)

kepada Bupati Bombana Cq Kepala. BPKAD Kab.
Bombana.
Buktl penyetoran SPJ ADD- GEMBIRA Desa dan BPMPD
dan PP Kab. Bombana. S f C ;
Foto copy RPJMDesa dan RKPDesa - : a

Foto copy APBDcsa/APBDesa Pembahan tahun

anggaran 2016. @-f!‘ : ;;

Foto  copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang
Pcngangkatan Perangkat Desa dan Pelayan Masyarakat
Rincian Rencana Penggunaan Dana. L
Rincian Rencana Pencairan Dana anulan I !s d. IV.

Foto copy buku rekening kas Desa. i _

Foto copy Surat Keputusan Kepala D(.S& tentang Tim
Pengelola Kegiatan (TFK). '

Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa
dan BPD. . ' ;
Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara

Desa

Hi

Pemerintah Desa mengajukan usulan prdposal pencairan
ADD- GEMBIRA Desa yang dltujukan kepada Bupati
Bombana Cq. chala BPKAD Kab Bombana usulan
dimaksud' sebelum dla_]ukan Kepada Bupat1 :Cq Kepala
BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu dla]ukan ke Camat
untuk dllakukan verifikasi kelengkapan berkas P

anulan 11, Il dan IV meliputi :

a)

b)

d)

-Usulan ‘pengajuan proposal pencalran ADD GEMBIRA Desa

{

Surat Permohonan Pencan‘an : Dana yang
d1tandatangan1 oleh Kepala Desa yang ditujukan
kepada Bupati Bombana Cq Kepala BPKAD Kab.
Bombana. - : o i
Bukti penyetoran SPJ Tahap I ADD- GEMBIRA Desa dari
BPMPD dan PP Kab. Bombana. . 5 J

Rincian Rencana Penggunaan Dana. L
Rmc1an Rencana Pencairan Dana tnwulan I s.d. IV

12 I
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¢} Laporan  Realisasi Penyeraban ii']:)Leima yang

ditaildatangani oleh kepa]a ‘desa dlatas materai

Rp6000 (enam ribu rupiah). - . !

f) Laporan Realisasi Anggaran Trlwulan sebelurlnnya

Keglatan sosial dan infrastruktur dlcalrkan secara bértahap yang

dimulai pada bulan Mei tahun anggaran berjalan dengan tahapan

dan mekanisme sebagal berikut: S
a. Tahapl S

1)

2)

3)

_ mcl1put1

Jumlah dana yang dicairkan pada tahap 1 sebesar 40%

~ (empat puluh perseratus).

Pemenntah Desa mengajukan usulan proposal pencalran'

~ ADD- GEMBIRA Desa yang dltu_]ukan ;kepada Bupati
_ Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab Bombana, usulan

dlmaksud sebelum diajukan Kepada Bupat1| ICq Kepala
BPKAD. Kab Bombana terlebih dahulu dlajukan ke Camat
untuk dﬂakukan venﬁka51 kelengkapan dokumeln

Usulan penga_]uan proposal pencmran ADD GEMBIRA Desa

a) Surat Perrnohonan ' Pencalran Dana yang

ditahdatanganl oleh- Kepala Desa yangl ditujukan
kepada Bupati- Bombana Cq cha]a BI:KAD Kab.
Bombana. S ;i .i
b) Rincian Rencana Penggunaan Dana o ! :
c) R1nc1an Rencana Pencairan Danatahap Is. d 'III

d) Desaln dan RAB bagx kegiatan FlSlk/ 1nfrastrluktur

“e) Foto 0% (nol perseratus) T B

b. TahapIIdanIII : | SIS }

1)

2)

3)

Jumlah dana yang dlcalrkan pada tahap ;II sebesar 40%
(empat puluh perscratus], dengan syarat keglatan tahap I
telah dﬂaksanakan sejumlah 90% (semblllan puluh

perseratus)

Jumlah dana yang dicairkan tahapiIII sebesa:r 20% (dua
puluh perscratus) dengan syarat keglatan tahap II telah -

dllaksanakan sejumlah 795%_ (sembﬂan puluh lima
perscratus) ' ._ : : E; 1 |
Pemermtah Desa menga_jukan usulan proposal pencalran
ADD- GEMBIRA Desa yang dltUJukan ‘ kepada Bupati

1"3:‘ U




-Bombana Cq. Kepala BPKAD - Kab Borinballla usulan

' dlmaksud sebelum dxajukan Kepada Bupatl Cq. Kepala

BPKAD Kab Bombana terlebih dahulu dla_]ukan ke Camat
untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokume?l

4) Usulan pcngajuan proposal pencalran ADD GEI\?IBIRA Desa

mellputl i s j |

oleh Kepala Desa yang dxtujukan k_epada Bupati

| Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab Bofnbahé
b) ,R1nc1an Rencana Penggunaan Dana B é l

¢) Rincian Rencana Pencairan Danatahap ![ s. d 111,
d) Laporan Realisasi Anggaran tahap sebelumnya

e) Laporan kemajuan pekexjaan untuk1 keglatan

ﬁsik/ Infrastruktur. , T

1) Laporan Realisasi - Penyerapan 3 Da'ha yang

ditandatangani oleh kepala - desa dlatas materai

Rp.6.000 (enam ribu ruplah)

g) ,Foto kegiatan 50% (lima puluh pcr seratus) d1lamp1rkan

pada saat pengajuan tahap II. . i o i o

h) Foto 75 % - 100% d11amp1rkan padd saatpengajuan

tahap 1. MENEE

. Tingkat Kecamatan melakukan Venﬁkasx berdasarklan usulan
proposal pencalran ADD-GEMBIRA Desa yang dlajukan oleh
Pemerintah Desa. ' oo !
Verifikasi usulan proposal pencalran ADD GEMBIRA Desa paling
lama 5 (lima) hari kerja, setelah usulan pengajuan proposal ADD -
GEMBIRA Desa dlsampalkan dan diterima oleh camat i

Verifikasi  dimaksud sebagalmana poin . ( ) ; ada.lah meneliti
kesesuaian antara program dalam proposal dengana program dalam
APBDesa, kelengkapan dokumen usulan proposall pengajuan
pencairan dana sesuai dengan tahapan dan mekanlsm!e pencairan

ADD - GEMBIRA Desa.

P
!.

Jika usulan proposal pencairan ADD- GEMBIRA Deba yang diajukan

oleh Pemermtah Desa setelah dllakukan venﬁkam belurrll memenuhi
kelengkapan - dokumen  usulan proposal g maka camat

mengembahkan ‘usulan proposal tersebut ke pemermtah desa untuk
N | HE

514;




10.

III Peran Pengelola ADD GEMBIRA DESA Tahun Anggaran 2016

1.

dilakukan pcrbmkan sesuai dengan kclengkapan dokumen usulan

proposal pengajuan pencairan dana
Perbaikan sebagaimana d1maksud poin (6) pahng lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak pengembahan dokumen usulan proposal
pengajuan penca1ran dana. 2 Z ,
Usulan penga_]uan proposal . ADD-GEMBIRA Desa yang telah
diverifikasi dltzngkat Kecamatan selan_]utnya dxa_]ukan ke BPKAD

Kab. Bombana guna proses pencairan. ‘ 3 co 1‘
ADD-GEMBIRA Desa dicairkan melalui transfer dar1 Rekenmg Kas

Daerah ke Rekenmg Kas Desa. SRR P

i

ADD-GEMBIRA Desa dicairkan apabila telah mendapatkan bukt1
penyetoran SPJTahun Anggaran sebelumnya.

!
:mehputl

Peran Pengelola ADD GEMBIRA Desa Tahun Anggaran 2016 tingkat
Kabupaten terdln dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kab. Bombana, Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP)
Kab. Bombana, Tim Manajemen Kabupatcn dan Tim Evaluasi

]
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa (APBDesa), yang masing —

masing mempunyai peran sebagai berikut : T - - ;

a. BPKAD Kabupaten Bombana o I%
1) Melakukan transfer dana ADD- GEMBIRA Desa dar1 Rekening
Kas Daerah ke Rekemng Kas Desa berdasarkan usulan
proposal pencairan dana yang dlaJukén oleh Kepala Desa

yang terlebih dahulu dﬂakukan Venﬁka31 oleh Callnat

2) . Melakukan Pembmaan, ' Pelatihan/ Blmblngan Teknis

Pcngclolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa l

b. BPMPD dan PP Kabupaten Bombana B i
1) Melakukan Pembinaan, Pelatihan/ B1mb1ngan Tekms kepada
Pengelola ADD-GEMBIRA Desa tmgkat Kecamatan dan
Pengelola ADD-GEMBIRA Desa tlngkaf Desa. ‘5
2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan
ADD-GEMBIRA Desa. N
.3) Sebagai Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

i
Sl




Tun Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten
Tim Mana_]emen Gembira Desa: Tingkat Kabupaten ditetapkan
oleh Bupat1 Bombana dengan Keputusan BupatliBombana yang
| mempunyal peran sebagai berikut : ' RE _
1) Melakukan Sosialisasi pedoman pengelolaan ADD-GEMBIRA-
" Desa Tahun Anggaran 2016 s ?%
2) Membanm BPMPD dan PP Kabupaten Bombana dalam
pelaksanaan Momtorlng dan Evalua31 Terhadap Pielaksanaan
ADD- GEMBIRA Desa ‘ o

3). Membuat Laporan sccara tertulis pelaksanaan Monitoring
dan Evalua31 ADD- GEMBIRA Desa kepada Kepala BPMPD

" dan PP Kab. Bombana.
Peran Pengelola -ADD-GEMBIRA Desa ' Tahun Anggaran 2016
Tingkat Kecamatan adalah Camat beserta perangkat! Kecamatan

dengan peran sebagai berikut :

1). Mengevalua31 Rancangan Peraturan Desa Tentang iAPBDf:sa
2) Memfa3111ta31 Perencanaan Pelaksangan dan
Pertanggunglawaban ADD GEMBIRA Desa . ' | |-
- 3) Memberikan Blmblngan Pelaksanaan ADD GEMBIRA Desa.
:4) Melakukan Venﬁka31 terhadap usulan proposal penga_]uan :
N penca_tran dana yang diajukan oleh Pernermtah Delsa
5) Membuat dan menandatangam Benta Acara Venﬁkam Usulan
| - Proposal Penga_]uan Pencairan Dana. - o j g _ ,
6) Melakukan momtormg dan evaluam d1 wﬂayahl Kecamatan
masing — masmg o
7) Membuat laporan secara tertulis apablla dltemukan hal - hal -
yang - dlanggap pentmg dan perlu dllaporkan laporan
_ dlmaksud dltu_]ukan kepada Bupatl Bombana ;Cq Kepala
~ BPMPD dan PP Kab.Bombana. ; I 3 !

f. Pengelola ADD GEMBIRA Desa Tingkat Desa adalah Kepala Desa, |
Badan Permusyawaratan Desa( BPD), Pelaksana Tek:tlls Pengelola
Keuangan Desa (PTPKD), . Lembaga Pemberdayaan Masyarakat |
(LPM)/ Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Masyarakat

: ‘(Pok.mas) dan ’I‘1m Pengelola Kegxatan (TPK) dengan peran sebagai

1) K_epala D:esa _ : : _

18




a. Peran lKepala Desa - sebagai penang-guniav&:réb kegiatan
(fisik dan kcuangan), pengendali dan bertang!gung jawab
atas keberhasilan pelaksanaan keglatan / prograrn _

b. Kepala Desa dan BPD menyusun PeraturanI Desa yang
relevan dan mendukung teljadmya prosies pelembagaan
perencanaan partisipatif, pengembangan dan pelestarian

H
|

aset yang telah ada. ‘ T :

c. Kepala' Desa juga berperan mewaklh Dcsanya dalam
pembentukan Forum Musyawarah atau keqa isama antar
Desa. :

s
2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ‘

Dalam pelaksanaan Keglatan BPD berperan sebagal lembaga
yang mengawam proses setiap tahapan Program termasuk
sosialisasi, perencanaan pelaksanaan dan pelestanan di
Desa. Selain itu juga berperan dalam melegahsam atau
mengesahkan Peraturan Desa yang berkaltim dengan
pelembagaan dan pelestanan Program _ di Desa1 BPD juga
bertugas mewaklh masyarakat bersama Kepala Desa dalam
mcmbuat persetujuan pembentukan badan kexja sama antar

Desa. L |

3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (P’I‘PKD)
PTPKD adalah Sekretaris Desa dan Perangk.it Desa lainnya,
dalam hal ini Sekretaris Desa berperan sclaku koordmator
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa o

4) Lembaga : Pemberdayaan Masyarakat (LPM] dan Lembaga
Kemasyarakatan lain, Lembaga Pemberdaya.an Masyarakat
adalah pelaksana kegiatan berperan scbagal chilbaga yang

- memproses tahapan. perencanaan,. pelaksanaan dan
pertanggungjawaban kegiatan di Desa. . . !

5) Kelompok Masyarakat ( Pokmas) ' h :
Yang dimaksudkan dengan Pokmas adalah| kelompok
masyarakat yang terhbat dan mendukung keglata}n program,
baik kelompok sosial, kelompok usaha ekonorm maupun
kelompok perempuan yang dltetapkan melalux J Keputusan
Kepala Desa. e

6) Tim Pengelola Kegiatan(TPK)
Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dlbentuk melalui
-musyawarah desa dan ditetapkan dengan K(,putusan Kepala
Desa untuk melaksanakan kegiatan FlSlk/ Infrastruktur

secara swakelola oleh desa,yang terdm dan 3 /
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2 ke

Penangguhgjawab Kepala Desa N X

Ketua : Salah satu Kepala Sekm
Sekretaris | : Perangkat Desa lainnya : |
Bendahara : Bendahara Desa | jf
Anggota : sebanyak 4 (empat) sampa1

.dengan 10

(sepuluh) orang sesual dengan kondisi

desa dan diambil dari unsur perangkat
desa, pengurus LPM ; danw pengurus
LembagaKemasyarakatan lamnya /Tokoh

masyarakat melalul

- musyawarah desa. :

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)rnempunyal peran i
a. Membuat rencana pelaksanaan keglatan -
b. Mengkoordinasikan  dan mclaksana.kan

fisik/Infrastruktur sesuai dengan Rencana Ker]a.

c. Menghlmpun ' dan - menyusun bahan

f 'iPemilihan/

" kegiatan

laporan

- pertanggungjawaban fisik dan kcuangan darl kegiatan

fisik/infrastruktur. .

.d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Keg,latan baik fisik
dan keuangan kepada Kepala Desa mclalul Sekretaris

Desa.

IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN : .
Pertanggun’awaban ADD-GEMBIRA Desa tenntegrasx dengan

(1)

(2)

pertanggungjawaban APBDesa.
Bentuk pelaporan atas kegiatan- keglatan dalam

R

APBDesa yang

dibiayai dari ADD- GEMBIRA Desa adalah sebagal bf:nkl!lt
a. Laporan berkala yaitu; laporan mengencu pelaksanaan

ol
penggunaan ADD- GEMBIRA Desa dxbu.ati secara rutm setiap

triwulan, adapun yang dimuat dalam’ ’laporan|

ini adalah

realisasi penenmaan dan pengeluaran / belan_]a ADD—GEMBIRA

Desa yang : dlsarnpalkan ‘kepada Bupatl mel(ﬂul.Camat dan

ditembuskan kepada Kepala BPMPD dan PP
Bombana dan BPKAD Kab. Bombana. -
b. Laporan- akhir penggunaan ADD- GEMBIRA Desa

Kabupaten

mencakup

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana masalah

yang d1hadap1 dan rekomendasi penyelesalan hasﬂ akhir
penggunaan ADD-GEMBIRA Desa dlsampalkan kepada Bupati
melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala BPMPD dan PP

Kabupaten Bornbana dan BPKAD Kab. Bombana

C. Setlap Desa harus membuat dokumentasi. pclaksanaan kegiatan

dengan ketentuan :

18 |
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(3)

(4)

' tﬂ;'ﬂ?'Tﬂ’l’ij{""?

i
B 3
B g|
1. Foto- foto yang dltampllkan mempakan foto darl seluruh
tahapan. keglatan pelaksanaan pekerjaan dllapangan Setiap

‘ foto perlu diberikan catatan atau kcterangan nngkas
- 2. Foto yang ditampilkan mellputl e '|. '
a) Foto :kondisi 0% (nol perseratus), 0% (hma puluh
perseratus, dan 100% (seratus perseratus) yang diambil
dari sudut yang sama. SR F
' b) Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan
| bersama mulai dari musyawarah sampal pelaksanaan
kegiatan. o . X
Penyampaian laporan sebagannana dxmaksud padz!a ayat (2)

dilaksanakan melalui jalur struktural ya.ltu dan cha]a Desa ke
Pengelola ngkat Kecamatan secara bertahap , ; P ? ; :

Pengelola Tingkat Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) .
membuat laporan/rekapltula31 dari scluruh laporan tllngkat Desa
di wilayahnya 'secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq.

Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana
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